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ABSTRAK


	Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI dan mengandung unsur kebaruan. Desain Industri dianggap baru, apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya melalui media cetak atau elektronik dan dalam suatu pameran. Sistem pendaftaran Desain Industri menggunakan sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem yang dianut dalam Undang-Undang Desain Industri. Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembatalan Desain Industri dengan pengajuan gugatan permohonan pembatalan pendaftaran hak Desain Industri ke Pengadilan Niaga dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
	Penelitian ini terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama, faktor-faktor penyebab pembatalan pendaftaran hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI dan kedua, akibat hukum pembatalan pendaftaran hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI pada kepemilikan hak Desain Industri. Penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode analisis kualitatif, serta metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.
	Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, faktor-faktor penyebab pembatalan hak Desain Industri adalah hak Desain Industri tidak memiliki unsur kebaharuan, tidak berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan dan hak Desain Industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, dan kesimpulan kedua mengenai akibat hukum pembatalan pendaftaran hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI adalah menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri bagi pendesain dan pemegang desain industri, namun penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.



Kata kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Pendaftaran, Desain Industri, dan 	DIRJEN HKI.


ABSTRACT


Industrial design is a creation of shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination thereof in the form of three-dimensional or two-dimensional provide aesthetic impression and can be manifested in a pattern of three-dimensional or two-dimensional and can be used to produce a product, goods, industrial commodity or handicraft. Industrial Design gain legal protection if it has been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights and contain elements of novelty. Industrial design is considered new, if on the date of receipt of the industrial design is not the same as the previous disclosures through electronic and print media or in an exhibition. Industrial design registration systems using constitutive registration system is the system adopted in the Industrial Design Act. Industrial design rights granted for a period of 10 (ten) years. Cancellation of Industrial Design with the filing of the lawsuit request cancellation of registration of the industrial design rights to the Commercial Court and appealed to the Supreme Court.
This study, 2 (two) issues: first, the factors that cause the cancellation of registration of the industrial design rights by the Directorate General of Intellectual Property Rights and secondly, due to the cancellation of the registration rights law by the Directorate General of Industrial Design at the IPR ownership of Industrial Design. The author uses the method of research which consists of normative juridical approach, specification of descriptive research, qualitative analysis methods, and data collection methods to the study of literature and documentation.
The conclusion of this study is the first, the factors that cause the cancellation of the rights of Industrial Design Industrial Design is the right not to have novelty element, not a three-dimensional or two-dimensional provide aesthetic impression and can be manifested in a pattern of three-dimensional or two-dimensional and can be used to generate a products, goods, industrial commodity or handicraft and Industrial Design rights contrary to the legislation in force, public order, religion and morality, and the second conclusion regarding the legal effect of cancellation of registration of the industrial design rights by the Directorate General of IPR is to eliminate all the consequences law relating to the rights of the industrial design and other rights derived from the industrial design for designers and holders of industrial design, but the licensee still be entitled to a license until the expiry of the period specified in the license agreement.





Keywords: Due Law, Cancellation, Registration, Industrial Design, and Director   General of IPR.	



MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Gunakan waktu sebaik mungkin
“waktu adalah uang”
Karena kehidupan tidak akan selalu abadi
untuk menunggu waktu berhenti..
Selagi ada waktu,
Gapai mimpi dengan semangat dan senyuman!!!
Karena,
“Kebahagiaan dalam hidupku saat ini adalah ketika diriku
melihat papa ku tersenyum bahagia saat aku menjadi manusia yang berguna dalam dirinya”





Karya ini, penulis persembahkan untuk:
Papa tercinta “Raden Sasongko Herjuno”,
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